






















III. Standar Pelayanan Perizinan Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal. 

meliputi Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal dan Kalibrasi Alat Ukur.  

 

A. Komponen Service Delivery 

No Nama Komponen Uraian 

1 Persyaratan  

 

a. Mengajukan permohonan melalui laman 

https://metrologi.kemendag.go.id/uptp4/public/ 

b. Mengisi formulir elektronik pada aplikasi 

c. Melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan 

d. Persyaratan untuk layanan Verifikasi Standar Ukuran 
Metrologi Legal berupa: 

 Standar Ukuran Metrologi Legal yang diajukan untuk 
diverifikasi 

e. Persyaratan untuk layanan Kalibrasi Alat Ukur berupa: 

 Alat Ukur yang diajukan untuk diuji 
 

2 Sistem, Mekanisme 

dan Prosedur 

a. Verifikasi SUML (Standar Ukuran Metrologi Legal) atau 

Kalibrasi Alat Ukur Dalam Kantor (sesuai dengan 

lampiran 4.e.) 
b. Verifikasi SUML (Standar Ukuran Metrologi Legal) atau 

Kalibrasi Alat Ukur Insitu (sesuai dengan lampiran 4.f.) 

3 Jangka Waktu 

Pelayanan 
 

Waktu penyelesaian layanan untuk pelayanan: 

a. Verifikasi SUML atau Kalibrasi Alat Ukur untuk :  

 Anak Timbangan (E1 & E2) paling lama 20 (dua puluh) 
hari kerja 

 Master Meter paling lama 25 (dua puluh lima) hari 

kerja 

 Gauge Block (≤ 30 unit) paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja 

 Gauge Block (> 30 unit) paling lama 90 (sembilan 

puluh) hari kerja 

 Pressure & Temperature Recorder paling lama 30 

(tiga puluh) hari kerja 

 Meter Kadar Air paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kerja 
b. Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) selain 

huruf a paling lama 15 (lima belas) hari kerja 

c. Kalibrasi Alat Ukur selain huruf a paling lama 15 (lima 

belas) hari kerja 

4 Biaya/Tarif  a. Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) milik 

Unit Metrologi Legal (UML) tidak dipungut biaya 
b. Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) milik 

selain UML dan Kalibrasi Alat Ukur sesuai dengan 

regulasi berikut: 

 Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2023 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan 

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023 
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada 

Kementerian Perdagangan 

 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 
nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, 

dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 

0,00 (nol rupiah) atau 0% (Nol persen) atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 
Kementerian Perdagangan   

5 Produk Pelayanan 

 

a. Sertifikat Verifikasi  

b. Sertifikat Kalibrasi 

6 Penanganan 

Pengaduan, Saran 

dan Masukan 

 

a. Penyampaian 

Pengaduan keluhan, saran dan masukan dapat 

disampaikan melalui: 



 Surat dengan alamat Direktorat Metrologi, Jl. Pasteur 
No. 27 Bandung. 

 Dengan mengisi formulir dan memasukan ke Kotak 
Pengaduan yang terletak di UPTP IV Direktorat 

Metrologi. 

 Telepon kantor : 022-4203597 

 Telepon Seluler UPTP IV Customer Service (konsultasi 

umum dan keluhan pelanggan): 08112238313 

 Telepon Seluler UPTP IV Layanan Insitu (konsultasi 
layanan pengujian luar kantor): 08112238303 

 Telepon Seluler UPTP IV Status Layanan (konsultasi 

status layanan dan keluhan khusus revisi hasil 
layanan): 081122331304  

 Surat Elektronik: uptp4.ditmet@gmail.com 

 Tautan: https://kemend.ag/pengaduanuptp4 

 Aplikasi HERO Kemendag 

 SP4N Lapor 
b. Penanganan Pengaduan Keluhan  

Pengaduan keluhan pelanggan pelanggan ditindaklanjuti 
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima 

dan disampaikan kembali kepada pelanggan. 

 

B. Komponen Manufacturing 

1 Dasar Hukum 

 

a. Undang Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal; 

b. Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja; 
c. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko; 

d. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan; 

e. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2023 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan;  

f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 

tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; 

g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 
tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, 

Timbang, dan Perlengkapannya. 

h. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 52 tahun 2019 

tentang Standar Ukuran Metrologi Legal; 

i. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 26 tahun 2021 

tentang Penetapan Standar Usaha dan Produk pada 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

pada Sektor Perdagangan; 
j. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 

nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha 

dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko pada Sektor Perdagangan; 

k. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2022 
tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe; 

l. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 492); 
m. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1285); 

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2023 

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara 

mailto:uptp4.ditmet@gmail.com
https://kemend.ag/pengaduanuptp4


Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada 

Kementerian Perdagangan. 

o. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

nomor 2 tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan 
Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol 

rupiah) atau 0% (nol persen) atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian 

Perdagangan   

2 Sarana dan 

Prasarana, 

dan/atau Fasilitas 
 

a. Gedung pelayanan (termasuk di dalamnya loket 
pelayanan UPTP IV, Ruang Konsultasi dan Customer 
Service,meja, kursi, AC, dispenser,tempat minum, kotak 

pengaduan ) 

b. Laboratorium 

c. Hotspot Wifi 

d. Telepon dan Faksimil 

e. Printer 

f. Mesin Fotokopi 

g. Jaringan internet 

h. Ruang kerja dan sarana penting terkait, misalnya ruang 

rapat dilengkapi papan tulis 

i. Laptop dan computer 

j. Hardcopy Dokumen 

k. Softcopy Dokumen 

l. Tempat Ibadah/Masjid. 

m. Toilet. 

n. Area Parkir. 

o. Ruang Laktasi. 

p. Tempat merokok 

q. Museum mini (metrologi) 

r. Perpustakaan Mini (Pojok Literasi) 

3 Kompetensi 

Pelaksana  

 

Pelaksana layanan adalah aparatur yang memenuhi 

kualifikasi dan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional 

Penera, Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium 
Kemetrologian, Petugas Frontliner UPTP IV, Bendahara. 

4 Pengawasan Internal 

 
a. Pengendalian internal dan pengawasan langsung oleh 

atasan langsung. 

b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan 
pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal 

Kementerian Perdagangan. 

5 Jumlah Pelaksana  

 

a. Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal (BP 

SUML) 

 Kepala Balai : 1 orang 

 Ketua Tim: 3 orang 

 Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 orang 

 Pelaksana 

- Pranata Laboratorium/Penera: 17 orang 

- Staf Administrasi: 4 orang 

b. Tim Pengelolaan UPTP IV 

 Koordinator: 1 orang 

 Anggota: 2 orang 

 Customer Service: 3 orang 

 Penerimaan Barang: 2 orang 

 Validasi Pembayaran: 1 orang 

 Penyerahan Barang: 1 orang 

 Mobilisasi Barang: 2 orang 

6 Jaminan Pelayanan 

 

a. Informasi yang diberikan sesuai dengan Prosedur 

Pelayanan. 

b. Pelaku usaha/pelanggan dapat memperoleh informasi 
terbaru dan valid terkait pelayanan melalui email, 
telepon dan website.  

c. Proses pelayanan dilakukan sesuai prosedur pelayanan 

dan peraturan/perundangan yang berlaku.  



7 Jaminan Keamanan 

dan Keselamatan 

Pelayanan 

a. Pelayanan yang dilakukan bebas dari pungutan liar, 

gratifikasi, transparan dan bebas dari tekanan pihak 

ketiga. 

b. Keamanan produk layanan dijamin dengan 
menggunakan digital signature dan kertas ber-kop 

Kementerian Perdagangan.  

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun melalui penilaian 

kinerja personel.  
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